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ABSTRAK 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 mengubah ketentuan Pasal 

169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang 

semula “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun”, dengan menambahkan frasa 

"atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum 

termasuk pemilihan kepala daerah" sebagai alternatif syarat usia minimal 40 tahun. 

Putusan tersebut menimbulkan permasalahn hukum serta polemik di masyarakat. 

Penelitian ini membahas beberapa permasalahan dalam putusan MK tersebut yaitu: 1. 

Apakah perubahan syarat usia calon presiden dan wakil presiden dalam Putusan MK 

Nomor 90/PUU-XXI/2023 telah sesuai dengan kewenangan MK?, 2. Apa implikasi 

hukum putusan tersebut terhadap pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil 

Presiden tahun 2024?. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan 

pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil dari penelitian ini 

adalah : 1. MK telah melampaui kewenangannya dalam putusan merubah syarat usia 

Calon Presiden dan calon Wakil Presiden tersebut karena telah melakukan intervensi 

kebijakan hukum terbuka (open legal policy), bertindak sebagai positive legislator, 

dan membuat putusan ultra petita. Terdapat juga pelanggaran hukum acara dan 

pelanggaran kode etik hakim konstitusi yang berujung pada penjatuhan sanksi oleh 

Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, 2. Meskipun putusan MK bersifat final 

dan mengikat, implementasinya menimbulkan masalah teknis di KPU yang berujung 

pada sanksi terhadap komisioner KPU dan gugatan di PTUN. Putusan MK ini 

menunjukkan bahwa sifat final dan mengikat harus diimbangi dengan independensi, 

imparsialitas, dan integritas hakim untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan 

kehakiman. 

Kata Kunci: Mahkamah Konstitusi, Syarat Capres dan Cawapres, Judicial Review, 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 
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ABSTRACT 

The Constitutional Court's Decision Number 90/PUU-XXI/2023 amends the 

provisions of Article 169 letter q of Law Number 7 of 2017 concerning General 

Elections which was originally "at least 40 (forty) years old", by adding the phrase 

"or have/is occupying a position elected through general elections, including the 

election of regional heads" as an alternative to the minimum age requirement of 40 

years. The decision caused legal problems and polemics in the community. This study 

discusses several problems in the Constitutional Court's decision, namely: 1. Is the 

change in the age requirements for presidential and vice presidential candidates in 

Constitutional Court Decision Number 90/PUU-XXI/2023 in accordance with the 

authority of the Constitutional Court?, 2. What are the legal implications of the 

decision on the implementation of the 2024 Presidential and Vice Presidential 

General Elections? This research uses a normative juridical method with a legislative 

approach and a case approach. The results of this study are: 1. The Constitutional 

Court has exceeded its authority in the decision to change the age requirements for 

the Presidential Candidate and Vice Presidential Candidate because it has intervened 

in an open legal policy, acted as a positive legislator, and made an ultra petita 

decision. There are also violations of procedural law and violations of the code of 

ethics of constitutional judges which lead to the imposition of sanctions by the 

Honorary Assembly of the Constitutional Court, 2. Although the Constitutional 

Court's decision is final and binding, its implementation causes technical problems at 

the KPU which leads to sanctions against KPU commissioners and lawsuits at the 

State Administrative Court. This Constitutional Court decision shows that the final 

and binding nature must be balanced with the independence, impartiality, and 

integrity of judges to avoid abuse of judicial power.  

 

Keywords: Constitutional Court, Presidential and Vice Presidential Candidate 

Requirements, Judicial Review, Constitutional Court Decision Number 

90/PUU-XXI/2023 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Mahkamah Konstitusi (se$lanjutnya disingkat MK) adalah le$mbaga yang 

lahir se$bagai amanah konstitusi se$suai de$ngan amande$me$n ke$tiga Undang 

Undang Dasar Ne$gara Re$publik Indone$sia Tahun 1945 (Se$lanjutnya disingkat 

UUD 1945) yang dilakukan ole$h Maje$lis Pe$rmusyawaratan Rakyat 

(Se$lanjutnya disingkat MPR) pada tahun 2001. Mahkamah Konstitusi 

me$rupakan salah satu le$mbaga yang me$miliki ke$we$nangan dalam me$njalankan 

ke$kuasaan ke$hakiman. Hal ini se$suai de$ngan Pasal 24 ayat (2) UUD 1945, 

yang me$nyatakan bahwa ke$kuasaan ke$hakiman dilaksanakan ole$h Mahkamah 

Agung be$se$rta badan pe$radilan di bawahnya, yang me$ncakup pe$radilan umum, 

pe$radilan agama, pe$radilan milite$r, se$rta pe$radilan tata usaha ne$gara, se$rta ole$h 

Mahkamah Konstitusi. Be$rdasarkan ke$te$ntuan te$rse$but MA maupun MK 

be$rke$dudukan yang se$tara se$bagai pe$laku ke$kuasaan ke$hakiman dalam tugas 

dan we$we$nangnya masing-masing. Se$lanjutnya, me$nurut Jimly Asshididiqie $ 

"MA dan MK adalah pe$laksana cabang ke$kuasaan ke$hakiman (judiciary) yang 

me$rde$ka dan te$rpisah dari cabang-cabang ke$kuasaan yang lain yaitu 

pe$me$rintah (e$xe$cutive$) dan le$mbaga pe$rmusyawaratan/pe$rwakilan 

(le$gislature$)".1 

MK dalam me$njalankan ke$kuasaan ke$hakiman me$miliki ke$we$nangan 

dan tugas yang be$rbe$da de$ngan MA, di dalam Pasal 24 C UUD 1945 

                                                             
1 Erli Salia, 2017,  Kedudukan Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Kekuasaan Kehakiman 

Di Indonesia, Tunas Gemilang Pers, Palembang, hlm 130. 
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dise$butkan ada e$mpat ke$we$nangan dari MK yaitu be$rwe$nang me$ngadili pada 

tingkat pe$rtama dan te$rakhir yang putusannya be$rsifat final untuk me$nguji 

undang-undang te$rhadap Undang Undang Dasar, me$mutus se$ngke$ta 

ke$we$nangan le$mbaga ne$gara yang ke$we$nangannya dibe$rikan ole$h Undang 

Undang Dasar, me$mutus pe$mbubaran partai politik, dan me$mutus pe$rse$lisihan 

te$ntang hasil pe$milihan umum. Se$lain e$mpat ke$we$nangan itu, MK me$miliki 

satu ke$wajiban untuk me$mbe$rikan putusan atas pe$ndapat De$wan Pe$rwakilan 

Rakyat me$nge$nai dugaan pe$langgaran ole$h Pre$side$n dan/atau Wakil Pre$side$n 

me$nurut Undang-Undang Dasar. 

Ke$we$nangan-ke$we$nangan yang dibe$rikan ole$h UUD 1945 ke$pada MK 

se$bagai le$mbaga yudikatif, me$nce$rminkan se$makin kuatnya prinsip ne$gara 

hukum (re$chstaat) dalam UUD 1945 se$te$lah amande$me$n. Hal ini juga 

dite$gaskan se$cara fundame$ntal dalam Pasal 1 ayat (2), yang me$nyatakan 

bahwa ”ke$daulatan be$rada di tangan rakyat dan dilaksanakan me$nurut UUD 

1945””. De$ngan pe$ne$gasan pasal te$rse$but, se$makin nyata bahwa Indone$sia 

yang me$nganut asas de$mokrasi dalam siste$m ke$tatane$garaannya yang 

me$nyandarkan ke$pada konstitusi, yaitu UUD 1945. Me$lalui dua modus fungsi 

ide$al MK, yaitu se$laku pe$ngawal konstitusi dan pe$nafsir konstitusi, 

te$rwujudnya konstitusionalisme$ de$mokrasi dalam ke$hidupan be$rbangsa dan 

be$rne$gara me$njadi le$mbaran se$jarah baru dalam siste$m ke$tatane$garaan 

Indone$sia.2 

                                                             
2 Soimin dan Mashuriyanto, 2013, Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Di 

Indonesia, UII Pers, Yogyakarta, hlm 64-65. 
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MK te$lah banyak me$lakukan judicial re$vie$w atau pe$ngujian undang 

undang se$jak pe$rtama dibe$ntuk di tahun 2003, pe$ngujian te$rse$but baik be$rupa 

pe$nggujian formil maupun mate$ril. Sri Soe$mantri me$nje$laskan, Pe$ngujian 

yang dilakuan me$nge$nai isi undang undang atau pe$raturan pe$rundang-

undangan dise$but se$bagai hak me$nguji mate$rial (mate$rie$le$ toe$tsingsre$cht) 

se$dangkan pe$ngunjian yang dilakukan te$rhadap prose$dur pe$mbe$ntukannya 

dise$but hak me$nguji formil (forme$le$toe$tsingsre$cht).3 

Ke$satuan siste$m hukum dalam suatu ne$gara harus dijaga de$ngan me$nguji 

apakah suatu aturan hukum tidak be$rte$ntangan de$ngan aturan hukum lainnya, 

te$rutama de$ngan aturan yang me$miliki ke$dudukan le$bih pe$nting dan tinggi 

de$rajatnya. Pe$rbe$daan se$rta pe$rte$ntangan antara aturan hukum dalam suatu 

siste$m hukum pe$rlu dise$le$saikan ole$h le$mbaga pe$radilan yang be$rwe$nang 

me$ne$tapkan hukum positif dalam suatu ne$gara. Tugas pe$ngambilan ke$putusan 

me$nge$nai ke$se$suaian suatu aturan hukum de$ngan undang-undang dasar atau 

aturan konstitusional yang se$tara de$ngan itu dise$but pe$ngujian konstitusional 

se$cara mate$rial ole$h Use$p Ranawijaya.4 

Be$rdasarkan ke$we$nangan MK se$bagaimana diuraikan diatas, dapatlah 

dikatakan bahwa MK me$rupakan pe$njaga konstitusi se$kaligus se$bagai pe$njaga 

de$mokrasi, ole$h kare$na itu hakim-hakim konstitusi haruslah sosok yang 

be$rinte$gritas, be$rke$pribadian tidak te$rce$la, adil, ne$garawan yang me$nguasai 

                                                             
3 Ni’matul Huda, et.al, 2019, “Formulasi Konsep Tindak Lanjut Putusan Pengujian 

Undang-Undang Oleh Mahkamah Konstitusi Yang Bersifat Mengatur”, Pusat Penelitian dan 

Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal 
Mahkamah Konstitusi, Jakarta, hlm 21. 

4 Ibid hlm 22 
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konstitusi dan ke$tatane$garaan se$bagaimana digambarkan dalam ke$te$ntuan 

pasal 24 C ayat (5) UUD 1945. Ke$putusan-ke$putusan MK me$miliki dampak 

signifikan te$rhadap ke$hidupan be$rbangsa dan be$rne$gara, maka dalam 

me$njalankan pe$rannya hakim-hakim MK harus me$njunjung tinggi 

inde$pe$nde$nsi, imparsialitas, dan inte$gritas. 

Indone$sia adalah ne$gara de$mokrasi, se$bagaimana dite$gaskan dalam Pasal 

1 ayat (2) yang be$rbunyi bahwa ke$daulatan ada di tangan rakyat dan 

dilaksanakan me$nurut Undang Undang Dasar. Salah satu ciri de$mokrasi yang 

dite$rapkan di Indone$sia adalah pe$milihan pre$side$n yang dilakukan se$cara 

langsung ole$h rakyat. Hal ini diatur  Pasal 6A UUD 1945, yang me$nyatakan 

bahwa Pre$side$n dan Wakil Pre$side$n dipilih se$cara langsung dalam satu 

pasangan ole$h rakyat. Pasangan calon pre$side$n dan wakil pre$side$n diajukan 

ole$h Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang me$njadi pe$se$rta pe$milu 

se$be$lum pe$laksanaan pe$milihan umum se$bagaimana diatur se$cara te$knis dalam 

aturan se$tingkat undang-undang. 

Me$nje$lang dimulainya tahapan pe$milihan umum pre$side$n dan wakil 

pre$side$n tahun 2024, be$be$rapa pihak be$rinisiatif me$lakukan uji me$te$ril syarat 

calon pre$side$n dan calon wakil pre$side$n ke$ MK te$rkait batasan usia yang 

diatur dalam Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 te$ntang 

Pe$milihan Umum. Atas pe$rmohonan uji mate$ril syarat usia calon pre$side$n dan 

calon wakil pre$side$n te$rse$but, MK se$bagai le$mbaga yang dibe$rikan 

ke$we$nangan untuk me$nguji undang-undang te$rhadap UUD 1945 te$lah 

me$mbuat putusan atas be$be$rapa pe$rmohonan yang diajukan ole$h be$be$rapa 
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pihak, namun dalam pe$rmohonan de$ngan obje$k yang sama, MK me$mbuat 

ke$putusan yang be$be$da se$hingga akhirnya me$nimbulkan pe$rmasalahan hukum 

dan pro-kontra di masyarakat. 

Putusan MK yang dipe$rmasalahkan ole$h be$rbagai pihak te$rse$but adalah 

Putusan MK Nomor 90/PUU-$I/2023, dimana dalam putusannya MK 

me$ngabulkan pe$rmohonan pe$mohon untuk se$bagian se$hingga Pe$rsyaratan usia 

untuk me$njadi calon pre$side$n dan wakil pre$side$n, yang se$be$lumnya minimal 

40 (e$mpat puluh) tahun, te$lah diubah me$njadi minimal 40 (e$mpat puluh) tahun 

atau pe$rnah/se$dang me$nduduki jabatan yang dipe$role$h me$lalui pe$milihan 

umum, te$rmasuk pe$milihan ke$pala dae$rah. De$ngan de$mikian, Pasal 169 huruf 

q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 te$ntang Pe$milihan Umum se$cara 

le$ngkap be$rbunyi minimal 40 (e$mpat puluh) tahun atau pe$rnah/se$dang 

me$njabat dalam posisi yang dipe$role$h me$lalui pe$milihan umum, te$rmasuk 

pe$milihan ke$pala dae$rah. 

Muchamad Ali Safa’at me$nilai te$rdapat e$mpat ke$ane$han putusan 

Mahkamah Konstitusi yang te$ntang konstitusionalitas batasan usia calon 

pre$side$n dan wakil pre$side$n, te$rutama dalam Putusan Mahkamah Konstitusi 

Nomor 90/PUU- $I/2023.5 Se$lanjutnya Ali Safa’at me$nguraikan ada e$mpat poin 

ke$janggalan dalam putusan Mahkah Konstitusi te$rse$but, yaitu: Pe$rtama : MK 

me$nambahkan norma yang se$harusnya tidak se$suai de$ngan konse$p awal 

                                                             
5 Endrianto Bayu Setiawan, “Guru Besar Hukum Tata Negara FH UB Jelaskan Kejanggalan 

Putusan Mahkamah Konstitusi Soal Batas Usia Capres/Cawapres”, dalam 

https://hukum.ub.ac.id/guru-besar-hukum-tata-negara-fh-ub-jelaskan-kejanggalan-putusan-
mahkamah-konstitusi-soal-batas-usia-capres-cawapres/, diakses pada hari sabtu, tanggal 1 Juni 

2024, Pukul 09.00 WIB 

https://hukum.ub.ac.id/guru-besar-hukum-tata-negara-fh-ub-jelaskan-kejanggalan-putusan
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putusan MK,yaitu me$nguji norma yang te$lah ada untuk me$ne$ntukan apakah 

konstitusional atau tidak. Ke$dua, Putusan Mahkamah Konstitusi tidak dapat 

dipisahkan dari konte$ks politik, kare$na ke$putusan ini dibuat saat tahapan 

pe$ncalonan pre$side$n dan wakil pre$side$n se$dang be$rlangsung. ke$tiga : Putusan 

MK Nomor 90/PUU-$I/2023 diputus tidak de$ngan suara bulat kare$na te$rdapat 

disse$nting opinion dan concurring opinion, dan ke$ e$mpat : pe$rtimbangan 

hakim yang ada dalam disse$nting opinion dan concurring opinion yang tidak 

lazim te$rkait de$ngan prose$s pe$mbe$ntukan putusan, prose$s pe$rsidangan, prose$s 

be$rjalannya pe$rkara, hingga ke$tika pe$rkara yang se$mpat dicampur.6 

Dalam pe$rnyataan sikap be$rsamanya Pe$rlude$m, ICW, Ne$tgrit, KontraS, 

P2P BRIN dan Pusako me$nye$butkan te$rdapat tafsir yang se$rampangan, 

inkonsiste$nsi logika, dan konflik ke$pe$ntingan dalam putusan te$rhadap Putusan 

MK No. 90/PUU-$I/2023, dalam pe$rnyataan sikap te$rse$but dijabarkan be$be$rapa 

hal, yaitu : Le$gal Standing pe$mohon sangat le$mah, namun dikabulkan ole$h 

MK; Se$be$lum me$mutus pe$rmohonan No.90/PUU-$I/2023, MK me$ne$gaskan 

ke$te$ntuan batas usia capre$s dan cawapre$s me$rupakan ope$n le$gal policy, namun 

di hari yang sama, MK langsung me$ngubah pe$ndiriannya; adanya inkonsiste$nsi 

te$rkait ope$n le$gal policy dan adanya pe$rbe$daan pe$titum yang dimintakan 

pe$mohon de$ngan pe$titum yang dibuat se$ndiri ole$h MK; Logika umum 

me$nge$tatkan syarat e$le$cte$d official juga hilang dalam Putusan No. 90/PUU-

$I/2023; Adanya ke$ane$han-ke$ane$han dalam RPH yang di jabarkan dalam 

disse$nting opinion Hakim Konstitusi Saldi Isra; Adanya konflik ke$pe$ntingan 

                                                             
6ibid 
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juga te$rlihat dari hubungan ke$luarga Ke$tua MK, Anwar Usman, de$ngan Gibran 

Rakabuming, yang dise$but se$bagai inspirasi dalam me$ngajukan pe$rmohonan.7 

Bivitri Susanti me$ne$rangkan, se$lain adanya be$nturan ke$pe$ntingan dari 

salah satu hakim konstitusi yang me$mutus pe$rkara de$ngan pe$rkara gugatan 

usia capre$s dan cawapre$s, te$rdapat tiga ke$janggalan lain yang juga 

me$me$ngaruhi putusan yaitu: Le$gal standing pe$mohon yang tak biasa; gugatan 

se$mpat ditarik namun dimasukkan ke$mbali saat akhir pe$kan dan langsung 

dibahas MK; ada dua pe$ndapat hakim MK dianggap se$tuju, padahal me$nolak.8 

Putusan MK Nomor: 90/PUU-$I/2023 yang dinilai be$rmasalah, me$mbuat 

be$be$rapa pihak me$mbuat laporan ke$ Maje$lis Ke$hormatan Mahkamah 

Konstitusi (se$lanjutnya disingkat MKMK) atas dugaan pe$langgaran kode$ e$tik 

yang dilakukan ole$h para hakim MK. Se$te$lah me$lakukan pe$me$riksaan 

te$rhadap pe$ngadu dan te$radu, MKMK me$njatuhkan putusan te$rhadap dugaan 

pe$langgaran kode$ e$tik ole$h hakim MK, dimana dari 21 aduan yang dite$rima, 

MKMK me$mbagi putusannya me$njadi e$mpat putusan yang mana dalam 

putusannya te$rdapat 7 orang hakim dinyatakan me$langgar kode$ e$tik dan 

me$ndapatkan sanksi be$rupa te$guran lisan, 1 hakim dinyatakan me$langgar kode $ 

e$tik me$ndapatkan sanksi te$guran te$rtulis dan te$guran lisan, se$rta 1 orang hakim 

                                                             
7 Pernyataan Sikap Perludem, ICW, Netgrit, Kontras, P2P BRIN dan Pusako Terhadap 

Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023, 2023, “Tafsir Serampangan, Inkonsistensi Logika, dan 

Konflik Kepentingan Mahkamah Konstitusi Dalam Putusan No.90/PUU-XXI/2023”, dalam 

https://perludem.org/2023/10/17/tafsir-serampangan-inkonsistensi-logika-dan-konflik-

kepentingan-mahkamah-konstitusi-dalam-putusan-no-90-puu-xxi-2023/, diakses pada hari sabtu, 

tanggal 1 Juni 2024, Pukul 09.00 WIB. 

8 Nadia Intan Fajarlie, “Pakar Hukum tegaskan 3 Kejanggalan Besar dalam Putusan MK 

terkait Batas Usia Capres-Cawapres”, dalam dari https://www.google.com/amp/s/www. 

kompas.tv/amp/nasional/457794/pakar-hukum-tegaskan-3-kejanggalan-besar-dalam-putusan-mk-
terkait-batas-usia-capres-cawapres, diakses pada hari sabtu, tanggal 1 Juni 2024, Pukul 09.30 

WIB. 

https://perludem.org/2023/10/17/tafsir-serampangan-inkonsistensi-logika-dan-konflik-kepentingan-mahkamah-konstitusi-dalam-putusan-no-90-puu-xxi-2023/
https://perludem.org/2023/10/17/tafsir-serampangan-inkonsistensi-logika-dan-konflik-kepentingan-mahkamah-konstitusi-dalam-putusan-no-90-puu-xxi-2023/
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dinyatakan me$lakukan pe$langgaran kode$ e$tik be$rat se$hingga me$ndapatkan 

sanksi pe$mbe$rhe$ntian dari jabatan se$bagai Ke$tua MK.9 

Putusan MK Nomor 90/PUU-$I/2023 tidak hanya be$rujung pada 

dijatuhkannya sanksi e$tik ke$pada hakim-hakim konstitusi, namun juga 

me$nimbulkan pe$rmasalahan baru kare$na putusan te$rse$but me$mbe$rikan 

pe$ngaruh pada prose$s pe$ndaftaran calon pre$side$n dan calon wakil pre$side$n 

yang se$dang dilaksanakan ole$h Komisi Pe$milihan Umum Re$publik Indone$sia 

(se$lanjutnya disingkat KPU RI) se$dangkan PKPU te$rkait be$lum dirubah. 

Namun, dalam ke$te$rangannya me$nge$nai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 

Konstitusi Nomor 90/PUU-$I/2023, Ke$tua Divisi Te$knis KPU RI Idham Holik 

me$nyampaikan "Yang te$rpe$nting se$cara substansi hukum, bahwa putusan MK 

se$jak diucapkan langsung me$mpe$role$h hukum te$tap, jadi sudah be$rlaku, dan 

putusan MK Nomor 90/PUU-$I/2023 tidak me$ngganggu tahapan pe$ndaftaran 

bakal pe$se$rta pe$milu Pre$side$n dan Wakil Pre$side$n.10 

Pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada tanggal 

25 Oktobe$r 2023 se$cara re$smi me$ndaftarkan diri ke$ KPU RI se$bagai pasangan 

calon pre$side$n dan calon wakil pre$side$n ke$ tiga yang me$ndaftar,11 dimana 

dalam prose$s Komisi Pe$milihan Umum (KPU) te$tap me$ne$rima pe$ndaftaran 

calon pre$side$n dan wakil pre$side$n me$skipun te$rdapat ke$te$ntuan dalam 

                                                             
9Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor: 2/MKMK/L/11/2023, Nomor: 

3/MKMK/L/11/2023, Nomor: 4/MKMK/L/11/2023, Nomor: 5/MKMK/L/11/2023 

10 Anggi Muliawati, "KPU: Secara Substansi Hukum, Putusan MK Sudah Berlaku", dalam 

https://news.detik.com/pemilu/d6987147/kpu-secara-substansi-hukum-putusan-mk-sudah-berlaku, 

diakses pada hari sabtu, tanggal 1 Juni 2024, Pukul 09.30 WIB. 
11 Anggi Muliawati, “Resmi! Prabowo-Gibran Daftar Capres-Cawapres ke KPU“, dalam 

https://news.detik.com/pemilu/d-000833/resmi-prabowo-gibran-daftar-capres-cawapres-ke-kpu, 

diakses pada hari sabtu, tanggal 1 Juni 2024, Pukul 10.00 WIB. 

https://news.detik.com/pemilu/d6987147/kpu-secara-substansi-hukum-putusan-mk-sudah-berlaku
https://news.detik.com/pemilu/d-7000833/resmi-prabowo-gibran-daftar-capres-cawapres-ke-kpu
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Pe$raturan KPU Nomor 19 Tahun 2023 te$ntang Pe$ncalonan Pe$se$rta Pe$milihan 

Umum Pre$side$n dan Wakil Pre$side$n yang be$lum dirubah se$bagimana putusan 

MK Nomor 90/PUU-$I/2023. 

Ke$putusan KPU me$ne$rima pe$ndaftaran pasangan Prabowo Subianto dan 

Gibran Raka Buming Raka me$njadi sorotan banyak pihak, se$hingga be$rujung 

dilaporkannya Komisone$r KPU RI Ke$ Badan Pe$ngawas Pe$millihan Umum 

Re$publik Indione$sia Re$publik Indone$sia (Se$lanjutnya disingkat Bawaslu RI) 

dan De$wan Ke$hormatan Pe$nye$le$nggara Pe$milu Re$publik Indone$sia 

(se$lanjutnya disingkat DKPP RI). Atas laporan te$rse$but, Komisione$r KPU RI 

dinyatakan be$rsalah ole$h DKPP RI kare$na me$langgar kode$ e$tik dan prilaku 

se$hingga dike$nai sanksi pe$ringatan ke$ras te$rakhir untuk ke$tua KPU RI dan 

pe$ringatan ke$ras untuk ke$ e$nam anggota komisione$r KPU RI Lainnya.12 

DKPP RI dalam pe$rtimbangan putusannya me$nyatakan KPU se$harusnya 

se$ge$ra me$lakukan konsultasi de$ngan De$wan Pe$rwakilan Rakyat (DPR) dan 

pe$me$rintah se$te$lah Putusan MK Nomor 90/PUU-$I/2023 yang me$ngubah syarat 

batas usia capre$s dan cawapre$s pada 16 Oktobe$r 2023, padahal akibat putusan 

MK itu be$rdampak te$rhadap syarat calon pe$se$rta pe$milihan pre$side$n se$hingga 

KPU se$harusnya se$ge$ra me$ngubah Pe$raturan KPU (PKPU) se$bagai pe$doman 

te$knis pe$laksanaan Pe$milu dan Pilpre$s 2024. Se$lain itu, DKPP me$nyatakan 

sikap para komisione$r KPU de$ngan te$rle$bih dulu me$nyurati pimpinan partai 

politik usai putusan MK te$ntang syarat batas usia capre$s dan cawapre$s 

                                                             
12 Aryo Putranto Saptohutomo, “Ketua KPU Disanksi Peringatan Keras Terakhir, Terbukti 

Langgar Etik Pendaftaran Capres-Cawapres, dalam  https://nasional.kompas.com/read/ 
2024/02/05/10442871/ketua-kpu-disanksi-peringatan-keras-terakhir-terbukti-langgar-etik, diakses 

pada hari sabtu, tanggal 1 Juni 2024, Pukul 10.00 WIB. 

https://nasional.kompas.com/read/%202024/02/05/10442871/ketua-kpu-disanksi-peringatan-keras-terakhir-terbukti-langgar-etik
https://nasional.kompas.com/read/%202024/02/05/10442871/ketua-kpu-disanksi-peringatan-keras-terakhir-terbukti-langgar-etik
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ke$timbang me$lakukan konsultasi de$ngan DPR dan pe$me$rintah juga 

me$nyimpang dari PKPU.13 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : Nomor 90/PUU-$I/2023 te$lah 

me$ngakibatkan adanya be$rbagai pe$rsoalan hukum yang se$rius. Putusan ini 

me$nggambarkan hakim yang tidak inde$pe$nde$n dan tidak konsiste$n te$rkait 

pe$ne$rapan prinsip ope$n le$gal policy se$rta putusan yang be$rsifat ultra pe$tita. 

Le$bih jauh lagi, putusan te$rse$but me$nunjukkan Mahkamah Konstitusi se$bagai 

pe$me$gang ke$kuasaan yudisial te$lah be$rtindak se$bagai positive$ le$gislator yang 

se$harusnya me$rupakan ke$we$nangan dari le$mbaga le$ge$slatif. Hal ini 

me$nce$rminkan adanya pe$rge$se$ran pe$ran dan tidak se$suai de$ngan prinsip 

pe$misahan ke$kuasaan dalam siste$m ke$tatane$garaan di Indone$sia. Prose$s 

lahirnya putusan ini juga me$ngindikasikan adanya pe$langgaran te$rhadap aturan 

hukum acara yang be$rlaku di MK, dan yang le$bih me$mprihatinkan, hakim MK 

te$rbukti me$langgar kode$ e$tik dalam prose$s pe$ngambilan putusan ini.  

Rangkaian pe$rmasalahan ini me$nunjukkan adanya krisis inte$gritas dan 

profe$sionalisme$ hakim di le$mbaga yang se$harusnya me$njadi be$nte$ng te$rakhir 

pe$njaga konstitusi dan de$mokrasi di Indone$sia. Be$rdasarkan urain di atas, 

pe$ne$liti nilai me$narik untuk me$mbahasnya dalam be$ntuk te$sis yang be$rjudul 

“Analisis yuridis pe$rubahan syarat calon pre$side$n dan calon wakil pre$side$n 

dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-$I/2023”. 

 

 

                                                             
13 ibid 
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B. Perumusan Masalah 

1. Apakah pe$rubahan syarat usia calon pre$side$n dan calon wakil pre$side$n ole$h 

Mahkamah Konstitusi dalam Putusan MK Nomor 90/PUU-$I/2023 te$lah 

se$suai de$ngan ke$we$nangan yang dimiliki ole$h Mahkamah konstitusi? 

2. Apa Implikasi hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-

$I/2023 te$rhadap pe$laksanaan Pe$milihan Umum Pre$side$n dan wakil pre$side$n 

tahun 2024?  

C. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup pe$ne$litian ini dibatasi pada Putusan Mahkamah Konstitusi 

Nomor 90/PUU- $I/2023 yang me$rubah syarat calon Pre$side$n dan calon Wakil 

pre$side$n yang digunakan pada pe$laksanaan pe$milihan umum tahun 2024. 

Namun tidak te$rtutup ke$mungkinan me$nyinggung hal-hal lain yang be$rkaitan 

de$ngan pe$rmasalahan yang dibahas. 

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan pe$ne$litian untuk :  

a. Me$nganalisis dan me$nje$laskan pe$rtimbangan Hakim Mahkamah 

Konstitusi dalam Putusan Nomor 90/PUU-$I/2023  

b. Me$nganalisis dan me$nje$laskan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 

90/PUU-$I/2023 yang be$rsifat final.  

2. Manfaat Pe$ne$litian  

a. Se$cara te$oritis pe$ne$litian ini me$mbe$rikan sumbangan pe$mikiran untuk 

pe$nge$mbangan ilmu pe$nge$tahuan bidang hukum tata ne$gara khususnya 

te$rkait de$ngan putusan Mahkamah Konstitusi.  
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b. Se$cara praktis se$bagai bahan masukan ke$pada Mahkamah Konstitusi 

dalam me$njalankan ke$we$nangannya me$nguji undang-undang te$rhadap 

Undang Undang Dasar . 

E. Kerangka  Teoritis Dan Konseptual 

1. Ke$rangka Te$oritis 

a. Te$ori Ne$gara Hukum 

Ne$gara hukum me$njadi salah satu konse$p yang diajdikan landasan 

bagi suatu ne$gara dalam me$njalankan siste$m pe$me$rintahan dan me$ngatur 

ke$hidupan masyarakat. Ne$gara hukum dapat diartikan se$bagai suatu 

ne$gara yang me$ne$mpatkan hukum pada posisi te$rtinggi, dimana 

ke$kuasaan ne$gara dijalankan be$rdasarkan hukum yang be$rlaku, bukan 

be$rdasarkan ke$kuasaan se$mata. Dalam ne$gara hukum, te$rdapat 

pe$mbatasan ke$kuasaan ne$gara agar tidak te$rjadi pe$nyalahgunaan 

we$we$nang ole$h pe$nguasa. Se$lain itu, ne$gara hukum juga me$njamin 

pe$rlindungan te$rhadap hak-hak asasi manusia dan me$mbe$rikan jaminan 

ke$adilan bagi se$tiap warga ne$gara. 

Gagasan Ne$gara Hukum itu dibangun de$ngan me$nge$mbangkan 

pe$rangkat hukum itu se$ndiri se$bagai suatu siste$m yang fungsional dan 

be$rke$adilan, dike$mbangkan de$ngan me$nata supra struktur dan infra 

struktur ke$le$mbagaan politik, sosial dan e$konomi yang te$rtib dan te$ratur, 

se$rta dibina de$ngan me$mbangun budaya dan ke$sadaran hukum yang 

rasional dan impe$rsonal dalam ke$hidupan be$rmasyarakat, be$rbangsa dan 

be$rne$gara. Ole$h kare$na itu, siste$m hukum itu pe$rlu dibangun (law 
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making) dan dite$gakkan (law e$nforcing) se$bagaimana me$stinya, yang 

dimulai de$ngan konstitusi se$bagai hukum yang paling tinggi 

ke$dudukannya.14  

Muhammad Tahir Azhary me$nyatakan bahwa pe$mikiran te$ntang 

ne$gara hukum, se$sungguhnya diawali ole$h tulisan Plato te$ntang "nomoi". 

Ke$mudian be$rke$mbang konse$p re$chtsstaat, the$ rule$ of law, socialist 

le$gality, ne$gara hukum Pancasila, dan nomokrasi Islam. 15 

Philipus M. Hadjon se$bagaimana dikutip ole$h La Ode$ Huse$n, 

Se$cara historis munculnya istilah re$chtsstaat dan the$ rule$ of law 

dilahirkan ole$h latar be$lakang siste$m hukum yang be$rbe$da. Istilah 

re$chtsstaat muncul se$bagai re$aksi me$ne$ntang absolutisme$, kare$na itu 

be$rsifat re$volusione$r dan be$rtumpu pada siste$m hukum kontine$ntal yang 

dise$but civil law. Be$rbe$da de$ngan istilah pada paham the$ rule$ of law, 

yang be$rke$mbang se$cara e$volusione$r, dan be$rtumpu pada paham atau 

siste$m hukum common law. Akan te$tapi pada pe$rke$mbangannya 

pe$rbe$daan latar be$lakang itu tidak pe$rlu dipe$rte$ntangkan lagi, ole$h 

kare$na me$ngarah pada sasaran yang sama, yaitu untuk me$wujudkan 

pe$rlindungan te$rhadap hak-hak asasi manusia.16 

                                                             
14 Jimly Asshiddiqie, 2011, Gagasan Negara Hukum Indonesia, Makalah dalam Forum 

Dialog Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional yang Diselenggarakan oleh Badan Pembinaan 

Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta,  22-24 November 2011, (selanjutnya 

disingkat Jimly Asshiddiqie I) hlm 1. 
15 La Ode Husen, 2019,  Negara Hukum, Demokrasi dan Pemisahan Kekuasaan , CV. 

Social Politic Genius (SIGn), Makasar, hlm 3. 

 16 Ibid., hlm. 3 
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Dalam se$tiap ne$gara hukum, apa pun mode$l yang dite$rapkan, 

hukum harus me$njadi landasan bagi se$tiap tindakan baik ole$h 

pe$me$rintah maupun rakyatnya. Hukum me$miliki posisi te$rtinggi dalam 

ne$gara, yang dike$nal de$ngan istilah supre$masi hukum (the$ supre$me$ of 

law). Se$me$ntara itu, dalam konse$p ke$daulatan rakyat, ke$kuasaan 

te$rtinggi be$rada di tangan rakyat, yang ke$mudian me$lahirkan siste$m 

de$mokrasi. Prinsip ne$gara hukum me$nitikbe$ratkan pada norma-norma 

yang te$rce$rmin dalam pe$raturan pe$rundang-undangan, se$dangkan prinsip 

de$mokrasi me$ne$kankan partisipasi masyarakat dalam prose$s 

pe$me$rintahan..17 

Jimly Assadiqy me$ngatakan, dalam ne$gara hukum ada prinsip 

se$tiap pe$nggunaan we$we$nang harus me$miliki dasar le$gal yang je$las 

dalam hukum, te$rutama hukum positif. Se$cara konve$nsional, konse$p 

ne$gara hukum se$nantiasa dikaitkan de$ngan prinsip bahwa pe$me$rintahan 

harus dijalankan be$rdasarkan hukum dan konstitusi. Se$lain itu, ne$gara 

hukum juga me$ne$kankan adanya pe$mbagian atau pe$misahan ke$kuasaan 

ne$gara ke$ dalam be$rbagai fungsi yang be$rbe$da.18 

Konse$p ne$gara hukum yang dike$mbangkan di e$ropah kontine$ntal 

dike$mbangkan Dalam istilah Je$rman, konse$p ne$gara hukum dise$but 

re$chtsstaat, se$dangkan dalam tradisi Anglo-Ame$rika dike$nal se$bagai 

                                                             
17 Ach. Rubaie, 2017,  Putusan Ultra Petita Mahkamah Konstitusi Presfektif Filosofis, 

Teoritis Dan Yuridis, Penerbit LaksBang PRESSindo Yogyakarta dan Kantor Advokat “Hufron & 

Rubaie, Surabaya, hlm. 20-21. 

18 Ibid.  
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The$ Rule$ of Law. Me$nurut Julius Stahl, ada e$mpat e$le$me$n utama dalam 

konse$p re$chtsstaat, yaitu: 1. Pe$rlindungan hak asasi manusia. 2. 

Pe$mbagian ke$kuasaan. 3. Pe$me$rintahan be$rdasarkan undang-undang. 4. 

Pe$radilan tata usaha Ne$gara. Se$dangkan A.V. Dice$y me$ngatakan 

te$rdapat tiga ciri pe$nting dalam se$tiap Ne$gara Hukum yang dise$butnya 

de$ngan istilah The$ Rule$ of Law, yaitu: 1. Supre$macy of Law. 2. E$quality 

be$fore$ the$ law. 3. Due$ Proce$ss of Law.19 

Dalam siste$m pe$me$rintahan mode$rn, pe$ne$rapan konse$p pe$mbagian 

atau pe$misahan ke$kuasaan ne$gara (se$paration of powe$rs) me$njadi 

landasan pe$nting untuk me$nciptakan siste$m ke$tatane$garaan yang 

se$imbang, saling me$ngawasi, me$nce$gah te$rjadinya pe$nyalahgunaan 

ke$kuasaan dan pe$me$rintahan otorite$r kare$na adanya pe$musatan 

ke$kuasaan yang be$rle$bihan pada satu cabang ke$kuasaan te$rte$ntu. De$ngan 

adanya pe$misahan ke$kuasaan, maka se$tiap cabang ke$kuasaan me$miliki 

ke$we$nangan, fungsi dan tanggung jawab yang be$rbe$da-be$da, se$rta saling 

me$ngawasi antara satu de$ngan yang lainnya. 

John Locke$ sarjana yang pe$rtama kali me$mpe$rke$nalkan te$ori 

pe$misahan ke$kuasaan me$ngatakan ke$mungkinan munculnya ne$gara 

de$ngan konfigurasi politik totalite$r dapat dihindari de$ngan adanya 

pe$mbatasan ke$kuasaan ne$gara. Ke$kuasaan ne$gara harus dibatasi untuk 

me$nghindari te$rpusatnya we$we$nang pada satu pihak atau le$mbaga. 

Pe$mbatasan ini dilakukan de$ngan me$mbagi ke$kuasaan ne$gara ke$ dalam 

                                                             
19 Jimly Asshiddiqie I, op.cit., hlm 2-3.  
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tiga cabang, yaitu ke$kuasaan le$gislatif (le$gislative$ powe$r), e$kse$kutif 

(e$xe$cutive$ powe$r), dan fe$de$ratif. (fe$de$rative$ powe$r).20 

b. Te$ori Ke$we$nangan 

Ke$we$nangan me$ngacu pada ke$kuasaan yang dibe$rikan ke$pada 

le$mbaga atau pe$jabat pe$me$rintah untuk me$ngambil tindakan atau 

ke$putusan saat me$laksanakan tugas dan fungsi pe$me$rintahan se$cara le$gal 

dalam lingkup ke$we$nangannya. Dalam suatu ne$gara hukum, 

ke$we$nangan pe$me$rintah harus be$rdasar pada pe$raturan pe$rundang-

undangan yang be$rlaku agar tidak te$rjadi pe$nyalahgunaan ke$kuasaan dan 

me$njamin ke$pastian hukum. 

Istilah we$we$nang atau ke$we$nangan se$ring se$tarakan de$ngan istilah 

Be$landa “be$voe$gdhe$id” (yang be$rarti we$we$nang atau be$rkuasa). 

We$we$nang me$rupakan bagian yang sangat pe$nting dalam Hukum Tata 

Pe$me$rintahan (Hukum Administrasi), kare$na pe$me$rintahan baru dapat 

me$laksanakan fungsinya atas dasar we$we$nang yang dipe$role$hnya.21 

Philipus M. Hadjon, me$ngatakan bahwa se$tiap tindakan 

pe$me$rintahan disyaratkan harus be$rtumpu atas ke$we$nangan yang sah. 

Ke$we$nangan itu didapat me$lalui tiga sumbe$r, yaitu atribusi, de$le$gasi, 

dan mandat. Ke$we$nangan atribusi lazimnya digariskan me$lalui 

pe$mbagian ke$kuasaan ne$gara ole$h undang-undang dasar, se$dangkan 

                                                             
20 Ach. Rubaie, op.cit., hlm.42-43 
21 Yusri Munaf, 2015,  Hukum Administrasi Negara, Penerbit Marpoyan Tujuh Publishing, 

Pekan Baru, hlm 52. 
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ke$we$nangan de$le$gasi dan mandat adalah ke$we$nangan yang be$rasal dari 

pe$limpahan.22 

Bagir Manan, me$nyatakan dalam Hukum Tata Ne$gara, ke$kuasaan 

We$we$nang me$nce$rminkan hak untuk be$rtindak atau tidak be$rtindak. 

Dalam we$we$nang te$rdapat hak dan ke$wajiban, di mana hak me$mbe$rikan 

ke$be$basan untuk me$lakukan atau tidak me$lakukan suatu pe$rbuatan 

te$rte$ntu, se$rta me$nuntut pihak lain untuk be$rtindak. Se$me$ntara itu, 

ke$wajiban me$ngharuskan se$se$orang untuk me$lakukan atau tidak 

me$lakukan pe$rbuatan te$rte$ntu. Dalam hukum administrasi ne$gara, 

we$we$nang pe$me$rintahan yang be$rsumbe$r dari pe$raturan pe$rundang-

undangan dipe$role$h me$lalui tiga me$kanisme$, yaitu atribusi, de$le$gasi, dan 

mandat.23 

Te$rdapat pe$rbe$daan antara ke$we$nangan dan we$we$nang, 

ke$we$nangan (authority, ge$zag) Me$rupakan be$ntuk ke$kuasaan formal, 

yaitu ke$kuasaan yang dibe$rikan ole$h undang-undang atau le$mbaga 

le$gislatif. Se$dangkan we$we$nang (compe$te$nce$,be$voe$gdhe$id) hanya 

me$nge$nai suatu “onde$rde$e$l” (bagian) te$rte$ntu dari ke$we$nangan. 

Ke$we$nangan dalam bidang ke$kuasaan ke$hakiman atau ke$kuasaan 

me$ngadili lazim dise$but kompe$te$nsi atau yurisdiksi. De$ngan de$mikian, 

                                                             
22 Ibid., hlm.53. 
23 Ibid., hlm.54. 



18 
 

 
 

ke$we$nangan MK, bisa dise$but juga de$ngan istilah kompe$te$nsi atau 

yurisdiksi MK.24 

We$we$nang se$tidaknya te$rdiri dari tiga unsur utama, yaitu 

pe$ngaruh, dasar hukum, dan konformitas hukum. Unsur pe$ngaruh be$rarti 

bahwa pe$nggunaan we$we$nang be$rtujuan untuk me$ngontrol pe$rilaku 

subje$k hukum. Unsur dasar hukum me$ne$kankan bahwa se$tiap we$we$nang 

harus me$miliki landasan hukum yang je$las. Se$me$ntara itu, unsur 

konformitas hukum me$ngharuskan adanya standar yang te$gas, baik 

standar umum untuk we$we$nang se$cara ke$se$luruhan maupun standar 

khusus untuk je$nis we$we$nang te$rte$ntu.25 

Se$cara yuridis, we$we$nang adalah ke$mampuan yang dibe$rikan ole$h 

pe$raturan pe$rundang-undangan untuk me$lakukan tindakan yang me$miliki 

konse$kue$nsi hukum. Maka, se$tiap pe$nggunaan we$we$nang harus 

me$miliki dasar hukum yang sah dalam hukum positif guna me$nce$gah 

tindakan se$we$nang-we$nang. Pe$laksanaan we$we$nang pe$me$rintahan harus 

te$tap be$rada dalam batas-batas yang te$lah dite$ntukan, minimal ole$h 

hukum positif. Dalam konte$ks ne$gara hukum, pe$nggunaan we$we$nang 

te$rse$but dibatasi dan harus se$lalu tunduk pada hukum, baik yang te$rtulis 

maupun yang tidak te$rtulis.26 

We$we$nang hakim MK yang luas Dalam me$nilai ke$se$suaian 

undang-undang de$ngan UUD se$rta me$nye$le$saikan se$ngke$ta ke$we$nangan 

                                                             
24 Ach. Rubaie, op.cit., hlm.48. 
25 ibid., hlm.49-50. 
26 ibid., hlm.50. 
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antar le$mbaga ne$gara, dan me$ngadili pe$rse$lisihan hasil pe$milihan umum, 

se$cara langsung te$rkait de$ngan tugas dan pe$ran me$re$ka se$bagai 

pe$ngawal konstitusi dan pe$nafsir te$rtinggi konstitusi di Indone$sia. 

Hakim me$mpunyai pe$ran dan tugas yang sangat pe$nting dalam 

suatu siste$m pe$radilan untuk me$ne$ntukan te$gaknya hukum di suatu 

ne$gara. Dalam suatu pe$rkara ada tanggung jawab be$sar untuk 

me$me$riksa, me$ngadili, dan me$mutuskan pe$rkara de$ngan se$adil-adilnya 

be$rdasarkan ke$te$ntuan pe$rundang-undangan yang be$rlaku dan 

ke$yakinannya. Ole$h kare$na itu, se$orang hakim harus me$mpunyai 

pe$mahaman yang me$ndalam me$nge$nai pe$ran dan tugasnya agar dapat 

me$laksanakan fungsinya de$ngan baik se$hingga apa yang me$njadi tujuan 

hukum yaitu ke$adilan, ke$mafaatan dan ke$pastian hukum dapat 

diwujudkan dalam putusan yang dibuatnya. 

Sudikono Me$rtokusumo Me$ngatakan tugas hakim pada umumnya 

adalah me$laksanakan hukum dalam hal konkre$t ada tuntutan hak, yaitu 

pe$rbuatan yang be$rtujuan untuk me$ndapatkan pe$rlindungan hukum dari 

pe$ngadilan guna me$nce$gah "e$ige$nre$chting" atau tindakan me$nghakimi 

se$ndiri. Jadi kalau ada tuntutan hak yang konkre$t atau pe$ristiwa diajukan 

ke$pada hakim, barulah hakim me$laksanakan hukum. Hukum harus 

dilaksanakan, te$rutama apabila dilanggar, maka hukum yang te$lah 

dilanggar itu haruslah dite$gakkan, dipe$rtahankan atau dire$alisasikan. 

Dan, yang me$laksanakan atau me$ne$gakkan dalam hal ini adalah hakim. 
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Untuk itu, pe$mbicaraan me$nge$nai tugas hakim ini se$ring kali dikaitkan 

de$ngan inde$pe$nde$nsi pe$ngadilan.27 

Be$rkaitan de$ngan Pe$ran dan Tugas Hakim te$rdapat tiga te$ori be$sar 

yaitu Inde$e$njuriprude$nz, Fre$ire$chtsle$hre$ dan Inte$re$ssanjurisprude$nz. 

Te$ori Inde$e$njuriprude$nz me$nganggap bahwa undang undang se$bagai 

sumbe$r hukum yang utama dan pe$rtama. Tiada hukum ke$cuali yang 

diatur de$ngan undang undang. Te$ori ini lazim dike$nal de$ngan te$ori 

le$gisme$. Prakte$k pe$radilan dipandang se$bagai pe$ne$rapan undang undang 

pada pe$rkara konkre$t se$cara rasional. Ole$h kare$na itu tugas hakim 

me$nurut te$ori ini, hanya se$bagai pe$ne$rap undang-undang atau corong 

undang undang. Te$ori de$mikian banyak dianut ole$h pe$mikir aliran 

positivis yang me$ngutamakan undang-undang se$bagai te$mpat satu-

satunya hukum. Se$dangkan te$ori Fre$ire$chtsle$hre$ me$mbe$la ke$be$basan 

yang be$sar ke$pada hakim, di mana tugas dan pe$ran hakim dapat 

me$ne$ntukan putusannya de$ngan tidak te$rikat pada undang undang. 

Undang Undang ke$hilangan ke$istime$waannya dalam prakte$k pe$radilan. 

Te$ori ini banyak dianut ole$h para pe$mikir dari sosiologis, yang 

be$rpe$ndapat bahw: “the$ de$cisions of the$ law courts in the$ ce$ntre$ of the$ 

law". Te$ori Fre$ire$chtsle$hre$ lazim dike$nal de$ngan fre$e$ law the$ory, te$ori 

hakim be$bas. Yang te$rakhir, Te$ori Inte$re$ssanjurisprude$nz, me$rupakan 

sinte$sa antara te$ori Inde$e$njuriprude$nz de$ngan te$ori Fre$ire$chtsle$hre$. 

Pe$ran dan tugas hakim me$ncari dan me$ne$mukan ke$adilan dalam batas 

                                                             
27 Adi Sulistiyono dan Isharyanto, 2018, Sistem Peradilan Di Indonesia Dalam Teori dan 

Praktik, Penerbit Prenada Media, Depok, hlm 116. 
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kaidah-kaidah yang te$lah dite$ntukan undang-undang, de$ngan 

me$ne$rapkan se$cara kre$atif pada tiap-tiap pe$rkara konkre$t.Te$ori ini 

dikualifikasikan se$bagai te$ori pe$ne$muan hukum (re$chtsvinding).28 

Parale$l de$ngan te$ori pe$ran dan tugas hakim di atas, Sidharta 

be$rpe$ndapat bahwa dalam rangka me$ngadili pe$rkara yang diajukan 

ke$pada Hakim, maka hakim akan me$lakukan langkah-langkah be$rpikir 

yuridis se$bagai se$bagai be$rikut : 

1) Dalam kasus /pe$rkara yang hukum atau undang undangnya sudah 

je$las, hakim akan me$lakukan pe$ne$rapan hukum (re$chtstoe$passing); 

2) Dalam kasus/pe$rkara yang hukum atau undang-undangnya tidak 

atau be$lum je$las, maka hakim akan me$lakukan pe$ne$muan hukum 

(re$chtsvinding), baik me$lalui pe$nafsiran hukum maupun konstruksi 

hukum; 

3) Dalam kasus/pe$rkara yang hukum atau undang undangnya be$lum 

ada, maka hakim akan me$nciptakan hukum (re$cthsche$pping); 

de$ngan me$nggali, me$ngikuti dan me$-mahami nilai-nilai hukum dan 

rasa ke$adilan yang hidup dalam masyarakat.29 

Me$nurut Van Ape$ldoorn, wujud hukum tidak hanya te$rbatas pada 

pe$raturan pe$rundang-undangan yang me$miliki ke$kuatan me$ngikat, te$tapi 

juga te$rce$rmin dalam putusan-putusan pe$ngadilan yang be$rsifat 

me$ngatur dan me$maksa. Bahkan, putusan pe$ngadilan se$ring diibaratkan 

se$bagai putusan Tuhan (judicium de$i). Ole$h kare$nanya, sudah 

se$harusnya putusan yang dijatuhkan be$nar-be$nar te$lah me$lalui prose$s 

pe$radilan yang jujur (fair trial) de$ngan pe$rtimbangan yang didasarkan 

                                                             
28 Ach. Rubaie, op.cit., hlm.60-61 . 
29 ibid., hlm.61. 
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pada ke$adilan be$rdasarkan (moral justice$), dan bukan se$mata-mata 

be$rdasarkan ke$adilan undang-undang (le$gal justice$).30 

c. Te$ori Putusan Hakim 

Dalam siste$m pe$radilan, putusan hakim me$miliki pe$ran se$ntral 

se$bagai manife$stasi pe$ne$gakan hukum dan ke$adilan. Putusan hakim 

tidak hanya me$ne$ntukan nasib pihak-pihak yang be$rpe$rkara, te$tapi juga 

me$miliki implikasi luas te$rhadap masyarakat dan siste$m hukum se$cara 

ke$se$luruhan. Dalam pe$mikiran hukum mode$re$n, Gustav Radbruch 

me$nggabungkan tiga pandangan klasik (filosofis, normatif, dan e$mpiris) 

ke$ dalam satu pe$nde$katan, di mana se$tiap pe$nde$katan dijadikan se$bagai 

e$le$me$n utama. Pe$nde$katan ini ke$mudian dike$nal se$bagai tiga nilai dasar 

hukum, yang me$ncakup ke$adilan (aspe$k filosofis), ke$pastian hukum 

(juridis) dan ke$manfaatan bagi masyarakat (sosiologis).31 Tiga nilai dasar 

yang di sampaikan ole$h Gustav te$rse$but, se$ring juga dise$but se$bagai 

tujuan hukum yang ide$al, namun dalam praktiknya se$ringkali sulit untuk 

me$me$nuhi ke$tiganya dalam se$buah putusan hakim se$cara se$imbang. 

Nilai-nilai dasar ke$adilan, ke$pastian hukum dan ke$manfaatan sulit 

untuk diwujudkan se$cara se$imbang, untuk itu Gustav Radbruch 

me$mbe$rikan jalan ke$luar me$lalui ajaran prioritas baku, de$ngan 

                                                             
30 Fajar Laksono Soeroso, "Aspek Keadilan Dalam Sifat Final Putusan Mahkamah 

Konstitusi", Jurnal  Konstitusi 11, no. 1, dalam https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/ 

view/1114, diakses Kamis, 06 Juni 2024, Pukul 10.00 WIB. 
31 M Muslih, Negara Hukum Indonesia Dalam Prespektif Teori Hukum Gustaf Radbruch, 

dalam https://legalitas.unbari.ac.id/index.php/Legalitas/article/view/117/103, Legalitas Edisi Juni 

2013 Volume IV Nomor 1, hlm 143, diakses Kamis, 06 Juni 2024, Pukul 10.00 WIB. 

https://legalitas.unbari.ac.id/index.php/Legalitas/article/view/117/103
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me$mbe$rikan patokan dalam me$mutus suatu pe$rkara, dimana prioritas 

pe$rtama ke$adilan, ke$dua manfaat dan ke$tiga ke$pastian hukum.32 

"Hakim dalam me$mutus pe$rkara dituntut untuk me$nggali Prinsip 

ke$adilan yang be$rke$mbang dalam masyarakat se$laras de$ngan Pasal 5 

ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 te$ntang Ke$kuasaan 

Ke$hakiman, yang me$ngatur bahwa "Hakim dan hakim konstitusi wajib 

me$nggali, me$ngikuti, dan me$mahami nilai-nilai hukum se$rta rasa 

ke$adilan yang hidup dalam masyarakat". 

2. Ke$rangka Konse$ptual 

a. Analisis Yuridis 

 Se$cara bahasa Analisis yuridis dapat diartikan se$bagai rangkaian 

pe$nye$lidikan suatu pe$ristiwa (pe$rbuatan) untuk me$nge$tahui ke$adaan 

yang se$be$narnya dan me$mpe$role$h pe$nge$rtian yang te$pat me$nurut hukum 

atau be$rdasarkan se$cara hukum. 

b. Pe$rubahan Ke$te$ntuan Batas Usia bagi Calon Pre$side$n dan Wakil 

Pre$side$n 

Se$suai de$ngan ke$te$ntuan Pasal 6 ayat (2), pe$rsyaratan untuk me$njadi 

calon pre$side$n dan wakil pre$side$n dite$tapkan me$lalui undang-undang. Ole$h 

kare$na itu, se$bagai langkah lanjut DPR me$mbuat Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 2017 te$ntang Pe$milihan Umum yang di dalam Pasal 169 me$muat 

se$cara rinci te$ntang syarat-syarat untuk me$njadi calon pre$side$n dan calon 

wakil pre$side$n. 

                                                             
32 Ibid., hlm.150 
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Ke$te$ntuan me$nge$nai pe$rsyaratan calon pre$side$n dan wakil 

pre$side$n diatur dalam pe$raturan pe$rundang-undangan se$tingkat undang-

undang, maka me$kanisme$ untuk me$rubahnya harus dilakukan de$ngan 

me$kanisme$ yang diatur ole$h undang-undang yaitu dilakukan ole$h 

le$mbaga yang be$rwe$nang dalam pe$mbe$ntukan undang-undang yaitu 

DPR dan Pre$side$n, atau pe$rubahan me$lalui uji mate$ril pada le$mbaga 

yudikatif yaitu MK.  

c. Putusan Mahkamah Konstitusi 

Me$nurut Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 

te$ntang Mahkamah Konstitusi, putusan Mahkamah Konstitusi adalah 

putusan yang be$rsifat final yang dike$luarkan ole$h Mahkamah Konstitusi 

se$bagai le$mbaga pe$radilan yang putusannya langsung me$mpe$role$h 

ke$kuatan hukum te$tap se$jak diucapkan. 

Ach Rubaie$ me$nje$laskan bahwa putusan MK dapat diartikan 

se$bagai pe$rnyataan yang dike$luarkan ole$h hakim MK se$laku pe$jabat 

yang me$ndapatkan we$we$nang untuk itu, yang disampaikan dalam 

pe$rsidangan de$ngan tujuan untuk me$nye$le$saikan atau me$ngakhiri suatu 

pe$rkara atau se$ngke$ta antara pihak-pihak yang be$rse$ngke$ta.33 

F. METODE PENELITIAN 

1. Je$nis Pe$ne$litian 

                                                             
33  Ach. Rubaie, op.cit., hlm.2 
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Je$nis Pe$ne$litian yang akan digunakan adalah pe$nde$katan yang be$rsifat 

Normatif. Pe$ne$litian yang be$rbasis pada inve$ntarisasi hukum positif, te$ori 

hukum, asas hukum dan pe$ne$muan hukum. 

2. Sumbe$r Bahan Hukum 

Pe$ne$litian ini me$nggunakan be$rbagai sumbe$r bahan hukum, yang 

te$rdiri dari bahan hukum prime$r, se$kunde$r, dan te$rsie$r. 

Bahan hukum prime$r adalah sumbe$r hukum yang be$rsifat me$ngikat, 

me$ncakup norma atau kaidah dasar se$rta pe$raturan pe$rundang-undangan. 

Se$lanjutnya, bahan hukum se$kunde$r dalam pe$ne$litian ini te$rdiri dari 

sumbe$r-sumbe$r yang be$rkaitan e$rat de$ngan bahan hukum prime$r dan 

be$rpe$ran dalam me$nganalisis se$rta me$mahami bahan hukum prime$r, se$pe$rti 

karya ilmiah para ahli hukum maupun di luar bidang hukum, hasil 

pe$ne$litian se$be$lumnya, jurnal, risalah putusan, dan lainnya. Se$me$ntara itu, 

bahan hukum te$rsie$r be$rfungsi se$bagai re$fe$re$nsi atau pe$nje$lasan bagi bahan 

hukum prime$r dan se$kunde$r. Dalam pe$ne$litian ini, bahan hukum te$rsie$r 

me$ncakup lite$ratur pe$ndukung, se$pe$rti kamus dan e$nsiklope$dia. 

3. Te$hnik Pe$ngumpulan Bahan Hukum  

Me$tode$ pe$ngumpulan bahan hukum dilakukan me$lalui studi 

ke$pustakaan. Studi ke$pustakaan ini dilakukan de$ngan me$ngkaji pe$raturan 

pe$rundang-undangan, putusan pe$ngadilan, se$rta lite$ratur yang te$rkait. 
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4. Te$hnik Analisis Bahan Hukum 

Untuk me$njawab 2 (dua) rumusan masalah dalam pe$ne$litian ini, 

analisa data dilakukan de$ngan cara de$skriptif-kualitatif. Bahan hukum yang 

dipe$role$h dalam pe$ne$litian disajikan dan dianalisis se$cara kualitatif me$lalui 

be$be$rapa tahapan be$rikut:  

a. Bahan hukum yang dikumpulkan diklasifikasikan be$rdasarkan 

pe$rmasalahan yang dikaji dalam pe$ne$litian;  

b. Se$te$lah diklasifikasikan, bahan hukum te$rse$but disusun se$cara 

siste$matis;  

c. Bahan hukum yang te$lah te$rsusun ke$mudian dianalisis untuk me$njadi 

dasar dalam pe$ngambilan ke$simpulan. 

G. Sistematika Penulisan 

Adapun siste$matika pe$nulisan te$sis ini te$rdiri dari e$mpat bab, yaitu :  

Bab I     PE$NDAHULUAN 

Pada bab ini te$rdiri dari latar be$lakang, pe$rumusan masalah, tujuan 

dan manfaat pe$ne$litian, ke$rangka te$oritis dan konse$ptual, me$tode$ 

pe$ne$litian dan siste$matika pe$nulisan; 

Bab II   TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini be$risikan tinjauan te$ntang konse$psi ne$gara hukum, 

pe$misahan ke$kuasaan, ke$we$nangan mahkamah konstitusi, pe$ranan 

dan tugas hakim Mahkamah Konstitusi, dan konse$p putusan 

Mahkamah Konstitusi, se$rta pe$milihan umum pre$side$n dan wakil 

pre$side$n 
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Bab III  HASIL PE$NE$LITIAN DAN PE$MBAHASAN 

Pada bab ini be$risikan pe$mbahasan me$nge$nai Putusan Hakim 

Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-$I/2023 se$rta implikasi putusan 

Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-$I/2023 yang be$rsifat final 

te$rhadap pe$laksanaan Pe$milihan Umum Pre$side$n dan wakil pre$side$n 

tahun 2024. 

Bab IV  PE$NUTUP 

Bab ini be$risikan ke$simpulan dan saran hasil pe$ne$litian. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 
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